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TEIffANC PEMERIT{fAHAN DAERAH

Dengnn b|gh dlbtapkannya undang-Undarq Nomor 23 Tahu n 2O14 bntang
Pelnqintahan Daerah teriadi beberapa pcrubahan mendasar tErkait dengan
penyelengrgaman urusah, psmerirtalran di daerah, untuk itu dhinta perhaflan Sa,rdara
hal sebagaf bedkut

1. Pasal 404 UndanglUrdang Norn or ZSTahun ilOl4nnnyatakanJralmra senah brlma
personet, pendanaan, sarana dan piasarana, sorta dohrmen (P3D) seb4ni akibat
pembagian unsan pemerintahan anbra Pemerlntah Pusat, daerah provinsi dan
daerah kabupaterUkqta yang dlatur tbrdasarkan UndangUndang Ini dllakukan
paling hma 2 (dua) tahun terhihrng seJak UndangrUnddng Ini diundangkan.

Dengan memperhatkan ketentuan Pasal {Qrt distss, sllilts anggnran dalam APBN
dan APBD, sorta unfuk menghindari stagnaei pcrryebnggaraan pemerintahan

, daerah yang benakibat ter,hentinya pelayanan kepada masyeraka[ maka
penyelenggaraan urusan pemerintahen lconruren lrang b€rsffat pelayanan kepada

dapat dilalsanql€n tanpa dukungan P3D, ' tetap dllaksanat<an oteh
tingkatarususunan. p€merinlahan yanti saat tni menyelenggarakan urusan
pemerintahan. korikuren tereebut sampal dengan dis€rahl€nnya PAD.
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2.

Adapun urusan pemerlntahan konkuren tersebut mellputl penyelenggaraan sub
urusan:

a. pengelolaan pendidikan menengah;

b. pengetolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B;
c. pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;
d. pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
e. pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
f. pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;
g. pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengaurasan;
h. pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas tapangan KB (pKB/pLKa);
i. pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan;
j. penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional; dan
k. penyediaan dana unfuk kelompok masyarakat tldak mampu, pembangunan

sarana penyediaan tenaga listrik belum berkemb?rg, dairah 
-terpencil 

dan
perdesaan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di luar urusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh susunan/tingkatan
pemerintahan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Khusus penyetenggaraan perizinan dalam bentuk pemberian atiau pencabutan izin
dilaksanakan oleh susunanltingkatan pemerintahan sesuai dengan pembagian
urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 dengan mengutamakan kecepatan dan kemudahan proses
pelayanan perizinan serta mempertimbangkan proses dan tahapan yang sudah
dilalui.

Penataan/perubahan perangkat daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan
konkuren hanya dapat dilakukan setelah ditetapkannya hasil pemetaan urusan
pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2O14.

Urusan pernerintahan umum sebagaimana dimaksud Pasal 25 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan oleh BadanflGntor Kesbangpol dan/atau
Biro/Bagian pada sekretarlat daerah yang membHdngl pemerlntahan sebelum
terbentuknya instansi vertikal yang membanfu gubemur dan bupati/walikota untuk
melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut.

Pelaksanaan tugas dan wewenang gubemur sebagai r/vakll Pemerintrah Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
dibantu oleh SKPD provinsi sampai dengan dibentuknya perangkat gubemur
sobagai Wakil Pemerintah Pusat.

3.

4.

5.

6.
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V. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada gubemur, bupati dan wafikota

sebagai berikut;

a. Menyetesalkan secara seksama innentarisasi P3D antar tingkatan /susunan
pemerintahan sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling

lambat tanggal 31 :Marqt 2016 dan serah terima personel, sarana dan prasarana
serta dokumen tPzD) ,pallng lambat tanggal2 Oktober 2O16.

Hasil inventarisasi mb tersehut rnenjadi dolrumen dan dasar penyusunan
RKPD, KUAIPPAS den Ranca.ngan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi /
KabupateilKota TA2O17

b, Gubemur, bupatl/walikota segera berkoordlnasi terkait dengan pengalihan
urusan pemerintaha,n,konkurgn.

c. Melakukan koordlnasl dengan kementerlar/tembaga terkait yang membidangi
masing-masing urusan' pemerintahan dan dapat difasilitasi oleh Kernenterian
Da'lam Neger{;

d. Melakukan koordinasi dengan pimpinan DPRD maslng-masing; dan

e. Melaporkan petaksan?afi Surat Edaran inl kepada Menteri Dalam Negeri pada
kesempatan pertama.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar segera dilaksanakan.

NEGERI
tEslA,

Ternbu6,a,n Yth.:
1. Bhpak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik lndonesia;
3. Para Menteri lftbinet Kerja PeHode Tahun zAM s.d,2019;
4. Para Pimp:inan Lernbagal
5. Para Ketua DPRD Provinsi; dan
6. Para Ketua DPRD Kabupaten/Kota.




